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NoMoR 17 TAIIUN 2019

TENTANG

KEDUDUNAN, SUSUNAN ORGAIiIISASI',TUGAS DAN FUNGSI

sERTA TATA roR.r;;;iilG pixanmrlrr MoDAL DAt{ PELAYANAN

TEnpADU seru niiu piovrnsr NUsA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GT'BERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Monlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

tenggara . Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
pemU-entuttan dan Susunan Perangkat D":t-"l Provinsi

N"J i;;;;;a Timur sebagaimana telah diubah dengan
p"t"i'"uo'6"erah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

T"h;;-;619 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

p.o*'iii"i ntt" a Ten{gata Timur Nomor 9 Tahun 2006

tenta;; pemtentutl"n dan Susunan Perangkat Daerah
p.oJttJi Nusa Tenggara Timur' telah ditetapkan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya' ketentuan

-errg"tt"i ?"dttdt'k^t" susunan organisasi' tugas dan

fung-sl, serta tata kerja perangkat daerah 
-dan 

unit kerja

Al Uawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huru{ b' perlu menetapkan Peraturan

c"u"-".tentangKedudukan,susunanorganisasi',Tugas
a".l n*tg"i sertJTata Kerja Dinas Penanaman Modai dan

p"fuv"""?-t- Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
p".t"it,r."'' Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

T"';;;; Btrat dan Nusa Tenggaru TiT"l- (Lemtiaran

N";;;- R"fblik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

futil"tt"" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

16491;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

p"*["it"rt^" ieraturan Perundang-undangan- {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201'l Nomor 82'

r"il;;; ;mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1; flz



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ^farr'bal:'an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

tel;h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 20 18

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

)016 No-ot 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor I Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
i019 No-o. 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

A

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa TenggaraTimur. Q



4.

5.

6.

7.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

lt"T"Ii;o^, Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

o.ny.Lngg.raan pemerintahan daerah'

6;;-;;;".-^r, ruroa.l dan pelayanan Terpadu satu PTt]r yanc

;J;"d;isebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

i".pjJ" s"t" Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Tata Kerja adalah t""gft"iu" pekerjaan yang, tersusun secara sistematis'

*#;il;;h;p ";;;;;i !;e;"" l'll!:l:11 kerja vang harus

ait"*prrt dalam rangka penyelesaian setiap pel<erlaan'

Kelompok Jabatan o"ti*"tti""i"lJJJ rttat'a"i"n vang menunjukkan

tugas, tanggungiawab,';""*;";;; hak seorang Pegawai Negeri sipil

dalam satua., o.g"t"t""i- V"tg i"f"ft""naan 
- 
tugasnya didasarkan pada

keahlian dan latanketerampilan tertentu serta bersifat mandiri'

unit pelaksar^ r"r.ri"'fr".l.il y""f ""r"":r1wa 
disingJ<at UprD adalah

Unit Pelaksana Teknis Daerah piovinsi Nusa Tenggara Timur'

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan l^tli"*
Denanaman moa* attil"rJy"t* terpadu satr'r- pintu yang menjadi

L"-"tt"ttg..t Daerah'

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di S3q72fr dan

;;;;;;gg";gl"*"u tttpta't Gubernur melalui sekretaris Daerah'

9.

(1)

{2)

(1)

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum'

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri dari :

1. Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal;

2. Bidang Promosi Penanaman Modal;

3. Bidang PelaYanan TerPadu; dan

4. Bidang Pengendalian.

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. UPTD.

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas :

a. Seksi Data dan Informasi; dan

(21

b. Seksi Pengembangan Potens| 4



(6)

(71

(8)

(e)

(s)

(4)

(5)

(1)

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angka 2, terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan

b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal'

Bidang Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka 3, terdiri atas :

a. Seksi Analisis Perijinan dan Non Perijinan;

b. Seksi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan; dan

c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan'

Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka

4, terdiri atas :

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan; dan

b. Seksi PelaYanan Pengaduan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh

i"kreta.is yang 
-berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh

KepalJ Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai

denganlngka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggr-rng jawab kepada Sekretaris'

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (5)'

dipimpin Jt"n Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang'

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

"VJ, trl, 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan

blgian'yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas

sebagaimanadimaksudpadaayat(1),diaturdenganPeraturanGubernur.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)' mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi

L"*.tr^.g"tt Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
ierpadu satwpintu; /f

(1)

(21

(21



b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(f ), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

..1

e.

(1)

(21

(3)

BAB VI
UPTD

Pasal 8

Pada Dinas dapat dibentuk uPrD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah keda mencakup satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Oinas.-
Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan
organisasi, tugas dan fungsi UpID sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dina_s wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifik."itil.'1"r"H"fr*irr.,*.r,sendiri maupun antar satuan organisasi sesuar dengan tugasnya masing_masing. t/
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(1) Kepala Dinas sebagaimana
melaksanakan tugasnya
perundang-undangan.

Pasal 1()

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam
harus berdasarkan ketentuan peraturan

berlaku, pejabat Yang ada tetaP
ditetapkan Pejabat Yang baru

(21 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berkewajiban

memberikan petunjut, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan

darr unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerj anYa.

Pasal 11

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi

bawahannya masing-masi,,! a"tt bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-iangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(21

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-unda ngan'

BAB f,K

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai
melaksanakan tugasnya sampai dengan

berdasarkan Peraturan Gubernur ini'

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Orgliisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
pei-aya.ran Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 067) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

t'
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Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal Ll J&|tuft?l 2019 

,
\1 cuennr.run NUSf 

AENGGARA 
rIMUR,l

ll/ ,.- '

V7
/.. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal Al JAM.IAP\ 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH
p enovrNsr NU-sA TENGGARA TIMUR,P

+BENE
S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2OI9 NOMOR I}



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : I} TAHUN 2019
TANGGAL &Jnp.Jaet 2ore

Garis Komando
Garis Koordinasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN IIIODAL DAI{ PELAYANAI{ TERPADU SATU PINIU

PROVINSI NUSA TENGGIIRA TIMI'R

4t

KEPALA

BIDANG
PENGENDALTAN

BIDANG
PEI-AYANAN
TERPADU

BIDANG
PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL

BIDANG
PROMOSI PENANAMAN

MODAL

SEKSI
PEMANTAUAN DAN

PENGAWASAN

SEKSI
DATA DAN INFORMASI

SEKSI
PENGEMBANGAN

PROMOSI PENANAMAN
MODAL

SEKSI
ANALISIS PERIJINAN DAN

NON PERIJINAN

SEKSI
PEI-A.YANAN
PENGADUAN

SEKSI
PENGEMBANGAN

POTENSI

SEKSI
PENGK,TIIAN PERIJINAN

DAN NON PERIJINAN

SEKSI
PEI.A.KSANAAN PROMOSI

PENANAMAN MODAL

SEKSI
PEI-AYANAN PERIJIINAN

DAN NON PERIJINAN

I cueenNun ryutA TENGGARA rIMUR' 
| 2,.'

* -*, o* KorrLU LArsKoDAr

KETERANGAN :


